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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk
menumbuhkembangkan kemampuan kemandirian petani di
Kabupaten Bogor, perlu adanya dukungan penyuluhan yang
dilakukan secara profesional oleh Penyuluh Pertanian Swadaya.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950,
UU No.16 Tahun 2006, UU No.19 Tahun 2013, UU No.5 Tahun
2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun
2009, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP
No. 72 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019,
PERPRES No.18 Tahun 2016, PERMENTAN No. 61/Permentan/
0T.140/11/2008, PERMENTAN No. 14/Permentan/0T.140/3/2011,
Perpres No.6 Tahun 2015, PERMENTAN No.131/Permentan/
0T.140/12/2014, PERMENTAN No. 47/Permentan/SM.010/9/ 2016,
PERMENTAN No.67/Permentan/SM.010/9/2016, PERMENTAN
No.03/Permentan/SM.200/1/2018, PERMENDAGRI No .77 Tahun
2020, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2013, PERDA KAB. BOGOR
No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun
2020, PERBUP BOGOR No. 130 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan PPS
sebagai upaya menanggulangi keterbatasan Mitra Kerja
Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan
penyuluhan pertanian yang berasaskan: kesetaraan; keterpaduan;
partisipatif; kemitraan. Pembentukan PPS bertujuan: meningkatkan
fungsi dan peran penyelenggaraan penyuluhan di Daerah;
meningkatkan motivasi PPS dalam memfasilitasi petani, POKTAN
dan GAPOKTAN; menciptakan mekanisme kerja kemitraan antara
PPL dengan PPS; meningkatkan kinerja dan profesionalisme PPS.
PPS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan
pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sesuai dengan
rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan
programa penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada
tanggal 18 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 18 Januari
2022.
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